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ABSTRAK 

 

Tulisan ini membahas tentang penyalahgunaan aset Pemerintah Daerah. 

Aset secara umum barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang 

mempunyai nilai ekonomi (economic value), Terdapat Penyalahgunaan pada aset 

milik Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Pusat Kuliner Kelapa 

Gading, Penyebab disalahgunakan Pusat Kuliner Kelapa Gading milik 

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini yaitu adanya indikasi 

pendatang dari pasar pujasera yang melakukan pelanggaran.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya 

penyalahgunaan aset dan untuk mengetahui proses Pengamanan dan 

Pemeliharaan Pusat Kuliner Kelapa Gading. Teori penelitian ini menggunakan 

Teori Fraud Triangle yaitu Pressure (Tekanan), Oppurtunity (Kesempatan) dan,  

Rationalization (Rasionalisasi). 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan 

menjelaskan data deskriptif. Jenis data penelitian yang digunakan adalah primer 

yang berupa data-data yang diperoleh dari informan penelitian dan sekunder 

yang berupa data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait.  

Penyebab penyalahgunaan terjadi karena melemahnya pengamanan dan 

pemeliharaan Pusat Kuliner Kelapa Gading oleh Pemerintah Daerah 

penyalahgunaan ini tidak dilakukan oleh pedagang asli Pusat Kuliner Kelapa 

Gading, namun disalahgunakan oleh Pendatang dari Pasar Pujasera Kota 

Tembilahan yang sebelumnya terbakar. Pengamanan dan pemeliharaan oleh 

Pemerintah Daerah yang lemah membuat tidak adanya ekspektasi Pemerintah 

Daerah dalam penurunan jumlah pengunjung. 

 

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Aset, Pengamanan, Pemeliharaan 

 

ABSTRAK 

 

This article discusses the misuse of Regional Government assets. Assets in 

general are things or anything that has economic value. There is misuse of assets 

belonging to the Regional Government of Indragiri Hilir Regency, namely the 

Kelapa Gading Culinary Center. The cause of misuse is the Kelapa Gading 

Culinary Center belonging to the Regional Government of Indragiri Hilir 

Regency. This is an indication that immigrants from the food court market are 
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committing violations.  

The purpose of this research is to determine the causes of asset misuse and 

to determine the security and maintenance process of the Kelapa Gading Culinary 

Center. This research theory uses the Fraud Triangle Theory, namely Pressure, 

Opportunity and Rationalization. 

The research method used is a qualitative method by explaining 

descriptive data. The type of research data used is primary in the form of data 

obtained from research informants and secondary in the form of data obtained 

from related documents.  

The cause of the abuse occurred due to the weakening of security and 

maintenance of the Kelapa Gading Culinary Center by the Regional Government. 

This abuse was not carried out by the original traders of the Kelapa Gading 

Culinary Center, but was misused by migrants from the Tembilahan City Food 

Court Market which previously burned down. Weak security and maintenance by 

the Regional Government means that the Regional Government does not expect a 

decrease in the number of visitors. 

 

Keywords: Misuse, Assets, Security, Maintenance 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

  Tulisan ini hendak 

meneliti tentang penyalahgunaan 

aset Pemerintah Daerah. Aset 

secara umum barang (thing) atau 

sesuatu barang (anything) yang 

mempunyai nilai ekonomi 

(economic value), nilai komersial 

(commercial value) atau nilai tukar 

(exchange value) yang dimiliki 

oleh badan usaha, instansi atau 

individu. 

  Perkembangan 

pengaturan dalam bentuk 

Peraturan pemerintah No 27 Tahun 

2013 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/ Daerah mengatur 

tentang ada kewenangan 

pemerintah daerah untuk 

menetapkan kebijakan terkait 

dengan pengelolaan barang milik 

daerah Pembagian urusan 

pemerintahan konkuren antara 

daerah provinsi dengan daerah 

kabupaten/kota walaupun urusan 

pemerintahan sama, perbedaannya 

akan nampak dari skala atau ruang 

lingkup urusan pemerintah 

tersebut. (Setiabudhi, 2019). 

Penyalahgunaan aset ini yang 

sangat umum terjadi menyebabkan 

kerugian yang besar bagi entitas 

(Prasetyono,dkk 2021). 

  Kabupaten Indragiri Hilir 

adalah sebuah  Kabupaten yang 

terletak di Provinsi Riau, 

Indonesia, dengan ibukota 

Kabupaten berada di Kecamatan 

Tembilahan. Indragiri Hilir 

memiliki kriteria daerah tanah 

gambut, dialiri banyak aliran 

sungai serta perairan dangkal dan 

rawa-rawa yang membuat masing-

masing daerah di Kabupaten 

Indragiri Hilir terpisah menjadi 

beberapa bagian, hal tersebut yang  

menjadikan Kabupaten Indragiri 

Hilir dijuluki sebagai “Negeri 

Seribu Jembatan”. 

  Dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang pengelolaan barang milik 

negara dan daerah aset tetap 

daerah atau Barang Milik Daerah 

adalah semua barang yang dibeli 

atau diperoleh atas beban anggaran 
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pendapatan dan belanja negara 

atau berasal dari perolehan lain 

yang sah. Barang Milik Daerah 

dikelola oleh pejabat yang 

berwenang dan bertanggung jawab 

menetapkan kebijakan dan 

pedoman serta melakukan 

pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Aset tetap daerah merupakan suatu 

bagian utama dalam aset 

pemerintahan yang nilainya sangat 

besar pada laporan posisi 

keuangan. 

 Kabupaten Indragiri Hilir 

tepatnya di Tembilahan Kota 

terdapat satu Aset Daerah dalam 

golongan Gedung dan Bangunan 

yang bernama Pusat Kuliner 

Kelapa Gading , Pusat Kuliner 

Kelapa Gading ini sebagai relokasi 

pusat jajanan serba ada (pujasera) 

Kota Tembilahan yang 

sebelumnya terbakar, dan 

tujuannya yaitu untuk membantu 

meningkatkan kualitas ekonomi 

masyarakat dan juga meningkatkan 

kualitas wisata kuliner di 

Kabupaten Indragiri Hilir.  

 Pusat Kuliner Kelapa Gading 

ini terlihat sangat kontras dengan 

kondisi Kabupaten Indragiri Hilir 

yang kental dengan nuansa islami, 

terdapat beberapa tempat wisata 

religi di Kabupaten Indragiri Hilir 

yang membuat Pusat Kuliner 

Kelapa Gading yang 

disalahgunakan ini terkesan 

memperburuk keindahan.  

 Perbandingan antara ketiga aset 

tetap berupa bangunan tersebut 

dengan Pusat Kuliner Kelapa 

gading bisa di katakan terdapat 

perbandingan atau perbedaan yang 

kontras, jika di bandingkan dengan 

aset pelabuhan parit 21 yang 

memang terbengkalai namun tidak 

ditemukan adanya 

penyalahgunaan, begitu pula 

dengan venue futsal yang tidak 

ditemukan adanya penyalahgunaan 

dan cenderung belakangan ini 

sudah dapat di kelola dan 

dimanfaatkan untuk kegiatan 

olahraga, jika melihat aset lain 

yaitu bandara laksamana yang 

terbengkalai dan sempat juga 

disalahgunakan oleh pemuda 

setempat untuk menjadi lintasan 

balap liar, namun itu sifatnya 

sementara dan dapat langsung 

ditertibkan oleh pihak terkait. 

Berbeda dengan Pusat kuliner 

Kelapa Gading yang sudah sejak 

tahun 2014 hingga kini tahun 2023 

masih disalahgunakan dan masih 

belum dapat ditertibkan. 

Kecurangan biasanya 

disembunyikan secara rapi 

(Chusnu Syarifa Diah Kusuma, 

dkk, 2023). 

Menurut Peraturan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik 

Daerah Pasal 2 bahwa 

Pengelolaan Barang Milik 

Daerah dilaksanakan berdasarkan 

asas fungsional, kepastian 

hukum, transparansi, efisiensi, 

akuntabilitas, dan kepastian nilai. 

Namun, seiring dengan 

berjalannya waktu pengelolaan 

Pusat Kuliner Kelapa Gading ini 

menjadi menyimpang, dengan 

lampu penerangan, dan banyak 

sekali hiburan masyarakat seakan 

berubah drastis menjadi tempat 

yang gelap, dipenuhi oleh 

pedagang yang nakal, dan 

tentunya tidak ramah bagi 

masyarakat umum, hal ini 

tentunya membuat masyarakat 

resah dan merasa tidak nyaman, 

terutama lokasinya yang berada 

di tengah Kota Tembilahan,  

Terdapat beberapa hal yang 
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melanggar ketentuan, seperti 

keadaan di dalam los penuh 

dengan pengunjung tanpa adanya 

penerangan disertai dengan 

musik. Hanya beberapa los yang 

menjual minuman dengan 

menggunakan lampu sebagai 

penerang. Los yang beraktivitas 

juga bertambah menjadi 80 los 

dari yang sebelumnya hanya 40 

los dan pengisi los didominasi 

oleh pedagang pindahan dari 

Pasar Dayangsuri, pasar rakyat 

dan pasar pujasera. 

Penyebab disalahgunakan 

Pusat Kuliner Kelapa Gading 

milik pemerintah Kabupaten 

Indragiri Hilir ini yaitu adanya 

indikasi pendatang dari pasar 

pujasera yang melakukan  

pelanggaran, pihak ketiga yang 

dimaksud adalah pedagang 

pindahan yang sebelumnya 

berada di pasar pujasera, pasar 

pujasera sebelumnya memang 

dikenal sebagai tempat prostitusi, 

semenjak pasar pujasera terbakar 

banyak pedagang pasar pujasera 

tersebut yang pindah ke Pusat 

Kuliner Kelapa Gading 

 

2. Rumusan Masalah 

Setelah menjabarkan semua data 

pada latar belakang bahwa kesalahan 

yang terdapat adalah sebagai berikut :  

1. Mengapa Pusat Kuliner Kelapa 

Gading sebagai aset pemerintah 

daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

disalahgunakan oleh pedagang? 

2. Bagaimana Pengamanan dan 

Pemeliharaan Pusat Kuliner 

Kelapa Gading Kabupaten 

Indragiri Hilir? 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam setiap penelitian yang 

dilakukan tentu memiliki tujuan 

tersendiri, entah itu bertjuan 

untuk mencari tahu penyebab 

masalah, mencari tahu bagaimana 

penyelesaian suatu masalah, 

mencari tahu bagaimana jalannya 

suatu masalah, dan masih banyak 

lagi alasan tujuan dibuatnya suatu 

penelitian. 

Dalam penelitian dengan 

judul “Penyalahgunaan Aset 

Pemerintah Daerah Oleh 

Pedagang Pusat Kuliner Kelapa 

Gading Kelurahan  Kabupaten 

Indragiri Hilir Tahun 2021-2022” 

ini adanya Tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penyebab 

terjadinya penyalahgunaan 

Aset Pemerintah Daerah 

Pusat Kuliner Kelapa Gading 

di Kabupaten Indragiri Hilir. 

2. Untuk mengetahui proses 

Pengamanan dan 

Pemeliharaan Pusat Kuliner 

Kelapa Gading di Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

B. TINJAUAN TEORI 

Teori fraud triangle 

merupakan suatu gagasan yang 

meneliti tentang penyebab 

terjadinya kecurangan. Pertama 

kali diciptakan oleh (Cressey, 

1953) dinamakan fraud triangle 

atau segitiga kecurangan. Fraud 

triangle menjelaskan tiga faktor 

yang terdapat dalam setiap situasi 

fraud seperti :  

1. Preassure (tekanan),  

Menurut Albrecht dkk. (2012) 

membagi tekanan menjadi 4 

kategori yaitu tekanan keuangan, 

tekanan karena perilaku, tekanan 

terkait pegawaian, dan tekanan 

lainnya. Kebanyakan fraud 

melibatkan tekanan keuangan dan 

tekanan karena perilaku. 

Sedangkan Vona (2008) 

berpendapat bahwa tekanan dapat 

dibagi menjadi tekanan pribadi, 



JOM FISIP Vol. 11: Edisi II Juli - Desember 2024 Page 5 
    

tekanan perusahaan atau tekanan 

eksternal. 

2. Opportunity (peluang),  

Menurut Albrecht dkk. (2012) 

sedikitnya terdapat 6 faktor yang 

meningkatkan kemungkinan 

terjadinya fraud dalam suatu 

organisasi, yaitu pengendalian 

internal yang lemah, 

ketidakdisiplinan, kurangnya 

komunikasi dan informasi, 

kurangnya jejak audit, dan sikap 

apatis. 

3. Rationalization 

(rasionalisasi).  

Faktor ketiga yang menyebabkan 

fraud adalah rasionalisasi. 

Rasionalisasi dapat diartikan 

sebagai tindakan atau semacam 

pembenaran oleh orang- orang 

yang merasa terjebak dalam situasi 

yang buruk (Albrecht, 2012). 

Menurut pengertian dan teori para 

ahli diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa 

penyalahgunaan aset adalah 

kecurangan yang dilakukan secara 

tidak sah, terdapat 3 (tiga) teori 

yang menjadi penyebab terjadinya 

penyalahgunaan asset. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini metode 

penelitian yang digunakan adalah 

metode kualitatif. Pendekatan 

kualitatif Menurut Bogdan dan 

Taylor (1975:5) dalam (Lexy 

J.Moleong, 2018) mendefinisikan 

metode kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang- orang dan 

perilaku yang dapat diamati. 

Metode penelitian kualitatif 

bersifat deskriptif yang mana 

tujuan utamanya adalah untuk 

mencoba memperoleh gambaran 

yang lebih mendalam serta 

pemahaman yang holistic atau 

menyeluruh, berdasarkan situasi 

yang wajar (natural setting) dari 

fenomena yang akan diteliti,dan 

peneliti sendiri bertindak sebagai 

instrumen kunci memperoleh 

data yang dibutuhkan (Yusanto 

2020). 

Teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini yaitu terdiri 

dari 2 cara yakni wawancara, dan 

dokumentasi. Wawancara 

dilakukan dengan informan yang 

dianggap tahu terkait 

permasalahan penelitian, dan 

dokumentasi digunakan sebagai 

memperkuat data-data penelitian 

yang berupa dokumen, catatan , 

buku, gambar, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan penelitian. 

Teknik analisis data dimulai dari 

pengumpulan data, mereduksi 

data, penyajian data, dan 

penarikan simpulan atau 

verifikasi semua proses teknik 

analisis data di mana seorang 

peneliti melakukan telaahan awal 

terhadap data-data yang telah 

dihasilkan dengan cara 

melakukan pengujian data dalam 

kaitannya dengan aspek atau 

fokus penelitian. Sebagaiman 

makna asalnya, istilah reduksi 

atau reduction berarti 

pengurangan atau penentuan 

ulang. 

 

D. HASIL PENELITIAN 

DAN PEMBAHASAN 

1. Penyebab Terjadinya 

Penyalahgunaan Pusat 

Kuliner Kelapa Gadin  

Setelah melakukan 

penelitian dan mencari informasi 

dari mulai Masyarakat sekitar, 

Pedagang, serta Kepala Bagian 

Pasar Dinas Perdagangan dan  

Perindustrian (Disperindag) 
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Kabupaten Indragiri Hilir, 

ditemukan bahwasanya terdapat 

ketiga teori Fraud Triangle 

diantaranya adalah :   

Pressure (Tekanan) yang 

terdapat dalam hal ini adalah 

Wijaya yaitu Pendatang dari 

Pasar Pujasera yang mempunyai 

Pressure (Tekanan) tekanan dari 

segi ekonomi, yang mana Wijaya 

mengatakan bahwa setelah  

Pasar Pujasera terbakar 

beliau bingung untuk berjualan 

dimana, karena beliau tidak 

mendapat kesempatan izin jualan 

di tahun pertama berdirinya Pusat 

Kuliner Kelapa Gading. 

Oppurtunity (Peluang) 

yang terdapat pula dalam hal ini 

adalah Wijaya sebagai pendatang 

dari Pasar Pujasera yang 

mempunyai Oppurtunity 

(Peluang) karena melihat adanya 

peluang dari segi lemahnya 

pengelolaan Pusat Kuliner 

Kelapa Gading yang dalam hal 

ini Dinas yang terkait adalah 

Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten 

Indragiri Hilir, melemahnya 

pengelolaan ini dibenarkan oleh 

Bapak Ahmad Fitri S.Sos selaku 

Kepala Bidang Pasar Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

Rationalization 

(Rasionalisasi) yang juga terdapat 

dalam hal ini juga Wijaya sebagai 

Pendatang dari Pasar Pujasera 

yang mempunyai Rationalization 

(Rasionalisasi) karena melihat 

setelah lemahnya peraturan serta 

pengelolaan di Pusat Kuliner 

Kelapa Gading Wijaya 

melakukan penyalahgunaan tanpa 

merasa melakukan kesalahan, 

tentunya ini adalah suatu sifat 

dari teori Rationalization 

(Rasionalisasi), hal ini tentunya 

sangat berbeda dengan Arifin 

yang merupakan pedagang asli 

Pusat Kuliner Kelapa Gading 

yang sama sekali tidak 

melakukan dan tidak terdapat 

teori fraud triangle pada Arifin. 

Pada wawancara dengan 

Bapak Ahmad Fitri S.Sos selaku 

Kepala Bagian Pasar Dinas 

Perdagangan dan Perindustrrian 

beliau sempat mengatakan bahwa 

penyalahgunaan Pusat Kuliner 

Kelapa Gading tidak dilakukan 

oleh pedagang asli Pusat Kuliner 

Kelapa Gading, penyalahgunaan 

yang terjadi tersebut dilakukan 

oleh Pendatang dari Pasar 

Pujasera, terjadinya hal tersebut 

tentunya berkaitan dengan 

bagaimana Pengamanan dan 

Pemeliharaan Pusat Kuliner 

Kelapa Gaading yang akan 

dibahas dalam Sub Bab 3.2 

mengenai Pengamanan dan 

Pemeliharaan Pusat Kuliner 

Kelapa Gading. 

Terdapatnya Rasionalisasi 

yang dilakukan oleh Pendatang 

dari Pasar Pujasera tersebut 

berkaitan dengan data dari 

peneliti terdahulu yaitu Yuvita 

Avrie Diany pada tahun 2014 

yang mengatakan bahwa 

Rasionalisasi lebih sering 

dihubungkan dengan sikap dan 

karakter seseorang yang 

membenarkan nilai-nilai etis 

yang sebenarnya tidak baik 

(Rustendi, 2009). Rendahnya 

integritas yang dimiliki seseorang 

menimbulkan pola pikir di mana 

orang tersebut merasa dirinya 

benar saat melakukan 

kecurangan. (Diany,2014). 

2. Pengamanan Pusat Kuliner 
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Kelapa Gading 

Setelah peneliti 

melakukan pegolahan data dari 

mulai Dinas Perdaganagan dan 

Perindustrian (Disperindag), 

Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP), dan Pengurus Pusat 

Kuliner Kelapa Gading, dapat 

diambil kesimpulan bahwa 

pengamanan memang telah 

dilakukan secara berkala oleh 

Dinas/Instansi terkait, namun 

pengamanan tersebut hanya  

berfokus kepada pengamanan 

ketertiban saja, tidak adanya 

pengamanan yang tegas, untuk 

ini perlu adanya kebijakan dari 

Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian (Disperindag) 

Kabupaten Indragiri Hilir dalam 

membuat kebijakan yang lebih 

tegas terkait pengamanan 

tersebut. 

 

3. Pemeliharaan Pusat Kuliner 

Kelapa Gading 

 Berdasarkan wawancara 

tersebut dikatakan bahwa 

pemeliharaan Pusat Kuliner 

Kelapa Gading telah melalui 

perencanaan pengelolaan pada 

saat rencana sebelum 

pembangunan Pusat Kuliner 

Kelapa Gading dimulai, namun 

tidak adanya ekspektasi 

penurunan jumlah pengunjung 

dengan kurun waktu kurang lebih 

setahun membuat Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian 

(Disperindag) kewalahan untuk 

menangani masalah ini karena 

hal ini diluar dari perencanaan 

pengelolaan serta pemeliharaan, 

hal tersebut juga membuat 

anggaran terhada pemeliharaan 

Pusat Kuliner Kelapa Gading 

menurun.   

E. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti dengan judul 

“Penyalahgunaan Aset 

Pemerintah Daerah Oleh 

Pedagang Pusat Kuliner Kelapa 

Gading Kelurahan Sungai 

Beringin Kabupaten Indragiri 

Hilir tahun 2021-2022”, maka 

peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Penyebab penyalahgunaan 

terjadi karena melemahnya 

pengamanan dan 

pemeliharaan Pusat Kuliner 

Kelapa Gading oleh 

Pemerintah Daerah, 

penyalahgunaan aset 

Pemerintah Dearah ini tidak 

dilakukan oleh pedagang asli 

Pusat Kuliner Kelapa Gading, 

namun disalahgunakan oleh 

Pendatang dari Pasar Pujasera 

Kota Tembilahan yang 

sebelumnya terbakar.  

2. Pengamanan dan 

pemeliharaan oleh 

Pemerintah Daerah yang 

lemah membuat tidak adanya 

ekspektasi Pemerintah 

Daerah dalam penurunan 

jumlah pengunjung sehingga 

dapat  menyebabkan 

munculnya teori fraud 

triangle yaitu  pressure 

(tekanan)  oppurtunity 

(kesempatan)  serta  

razionalitation (rasionalisasi) 

oleh Pendatang dari Pasar 

Pujasera tersebut. 

 

F. SARAN 

 Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti dengan judul 

“Penyalahgunaan Aset 

Pemerintah Daerah Oleh 

Pedagang Pusat Kuliner Kelapa 
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Gading Kelurahan Sungai 

Beringin Kabupaten Indragiri 

Hilir tahun 2021-2022”, maka 

peneliti dapat menyarankan 

sebagai berikut :  

1. Perlu adanya tindakan tegas 

dari Pemerintah Daerah 

maupun Instansi terkait dalam 

menyikapi jika terjadi 

masalah di aset milik daerah, 

mengatur pengelolaan aset 

daerah sedemikian rupa agar 

tidak lagi terjadi kasus yang 

sama dikemudian hari, 

melakukan tindakan secepat 

mungkin apabila telah terjadi 

kesalahan, untuk kasus Pusat 

Kuliner Kelapa Gading 

Pemerintah Daerah bisa 

melakukan relokasi kembali 

dengan pengelolaan yang 

lebih tertata.  

2. membuat peraturan khusus 

pedagang kemudian membuat 

lokasi pasar terbuka dan tidak 

ada pembatas sehingga 

kemungkinan terjadinya 

penyalahgunaan semakin 

kecil. Perlunya kesadaran dari 

masyarakat Kabupaten 

Indragiri Hilir Khususnya 

Masyarakat disekitar Pusat 

Kuliner Kelapa Gading untuk 

tidak membiarkan begitu saja 

dan bersikap tidak peduli 

terhadap buruknya 

pengelolaan Pusat Kuliner 

Kelapa Gading serta 

buruknya penampakan Pusat 

Kuliner Kelapa Gading di 

tengah indahnya kota 

Tembilahan Kabupaten 

Indragiri Hilir ini.  

3.  
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